
WALi KOTA PALEMBANG 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALi KOTA PALEMBANG 

NOMOR 3 l TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG 
PELAKSANAAN GOTONG ROYONG TINGKAT KOTA, GOTONG ROYONG 

TINGKAT KECAMATAN, GOTONG ROYONG MANDIRI 

Menimbang 

Mengingat 

TINGKAT RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA PALEMBANG, 

a. bahwa kegiatan gotong royong dibidang kebersihan
merupakan budaya masyarakat yang perlu terus
dilaksanakan secara berkesinambungan;

b. bahwa untuk pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
program Pemerintah, khususnya dalam upaya menjaga
kelestarian lingkungan, menjaga kualitas air/ sungai perlu
dilaksanakan kegiatan gotong royong, telah diatur dengan
Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong
Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun
Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) perlu dilakukan
perubahan agar berkesesuaian dengan perkembangan
keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor
12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat
Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong
Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

3. Undang-Undang ..... 








